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	Penelitian ini berjudul â€œImplementasi Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)â€• Penelitian ini bertujuan: (1)Untuk mengetahui upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas
Saber Pungli di Kota Banda Aceh, (2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Presiden No 87 tahun 2016 tentang
Satgas Saber Pungli di Kota Banda Aceh, (3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan peraturan
presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli di Kota Banda Aceh .
	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Lokasi penelitian di Polresta Banda Aceh, Kejaksaan
Negeri Banda Aceh dan Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara
dan dokumentasi. Subjek penelitian berjumlah 14 orang. Dari hasil penelitian menunjukkan: (1) Upaya sosialisasi yang dilakukan
oleh Tim Satgas Saber Pungli di Kota Banda Aceh dilakukan oleh Pokja pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada
masyarakat dan juga instansi pemerintahan (2) Stagas Saber Pungli mulai berjalan pada Januari 2017, dalam satu tahun dilakukan
dua kegiatan yaitu Januari sampai dengan Juni dilakukan tindakan pencegahan, Juli sampai dengan Desember dilakukannya
penindakan. (3) Faktor penghambat ialah koordinasi tim yang masih kurang, anggaran kegiatan tidak memadai, benturan pekerjaan,
dan kurangnya minat masyarakat untuk memahami. Faktor pendukungnya ialah adanya anggaran untuk Satgas Saber Pungli,
anggota Satgas Saber Pungli yang professional di bidangnya, media sosial yang memudahkan dalam proses pencegahan dan dengan
dibentuknya tim Satgas Saber Pungli ini lebih terfokusnya penindakan terhadap pungutan liar. Kemudian saran yang ditujukan (1)
kepada masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam melawan Pungli, (2) kepada Satgas Saber Pungli agar lebih gencar melakukan
sosialisasi kepada masyarakat, (3) Kepada seluruh Instansi pelayanan publik agar kooperatif dalam menangani pungutan liar.
